
 

Lampiran III 

Nomor 

Tanggal 

Peraturan Daerah 

: 

: 

10 

27 Desember 2011 

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2012 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Pagerbarang 

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Pagerbarang 

KODE 
REKENING 

URAIAN JUMLAH 

1 2 3 

DASAR HUKUM 

4 

BELANJA  1.437.817.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 

BELANJA TIDAK LANGSUNG  1.337.417.000,00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai  1.337.417.000,00 PP No. 9 Tahun 2007 

BELANJA LANGSUNG  100.400.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  40.900.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 

 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.500.000,00 

 9.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  9.500.000,00 

 8.339.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  8.339.500,00 

 4.560.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  105.000,00 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  4.455.500,00 

 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  105.000,00 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.395.000,00 

 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  105.000,00 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.395.000,00 

 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  105.000,00 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.895.000,00 

 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 
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1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  87.500,00 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.412.500,00 

 9.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  524.000,00 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  8.476.000,00 

 1.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.500.000,00 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  18.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 

 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 

1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  105.000,00 

1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  2.395.000,00 

 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  105.000,00 

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  3.395.000,00 

 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  175.000,00 

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  11.825.000,00 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  3.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06 

 3.000.000,00 Penyusunan renja dan lakip SKPD 1.20 . 1.20.20 . 06 . 06 

1.20 . 1.20.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  1.332.500,00 

1.20 . 1.20.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.667.500,00 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan  5.000.000,00 1.22 . 1.20.20 . 15 

 5.000.000,00 Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan tingkat kecamatan 1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  1.967.500,00 

1.22 . 1.20.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  3.032.500,00 

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa  20.500.000,00 1.22 . 1.20.20 . 17 

 9.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.22 . 1.20.20 . 17 . 04 

1.22 . 1.20.20 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  3.330.000,00 

1.22 . 1.20.20 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  6.170.000,00 

 11.000.000,00 Penunjang operasional program nasional ( PNPM ) melalui P2KP kab.tegal 1.22 . 1.20.20 . 17 . 14 

1.22 . 1.20.20 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  3.102.500,00 

1.22 . 1.20.20 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  7.897.500,00 

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan  3.500.000,00 1.11 . 1.20.20 . 18 
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 3.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 

1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  590.000,00 

1.11 . 1.20.20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  2.910.000,00 

Program perencanaan pembangunan daerah  9.500.000,00 1.06 . 1.20.20 . 21 

 9.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan 1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  6.535.000,00 

1.06 . 1.20.20 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  2.965.000,00 

SURPLUS / (DEFISIT) (1.437.817.000,00)

SLAWI, 27 Desember 2011 

WAKIL BUPATI TEGAL 

MOCH.HERY SOELISTIYAWAN,SH.M.Hum 
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